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ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung vang
dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara.
Pajak pensghasilan ini diatur dalam undang-undang no.7 tahun
1983, vang beberapa elemennys telah di sesuaikan dalam UU
No.7 tahun 1991 dan UU No.l1l0 tahun 1984. Meskipun Undang—un-
dang pajak vang berlaku sekarang lebih -sederhana, namun
sebagian masvarakat masih merasa sulit memahami dengan bhe-
nar. Kesulitan-kesulitan ini bertambsh dengan adanyva keputu-
gsan-keputusan dan edaran-edaran mengenal perpajskan  yang
sering diterbitkan untuk melengkapi UuJ Perpajakan.
Kekurang pahaman wajib Pajak sering mengakibatkan Wajib
Pajak melakukan kesalahan-kesalahan vang merugikan Waldib
Pajak, karena blsa terkena denda atau memnbayvar majak  lebih
besar dari yang seharusnya. QOleh karena itu Wajdilk Padak
harus mempelajsri dan memahami peraturan perpajakan dengan
bailk dan benar. Dengan melakukan pemahaman mengenai peratu-
ran perrajakan dapat membantu Wajib Pajak dalam menentukan
kebijakan mengenai perrajakan. Kebijakakan mengenai perpaja-
kan ini dimaksud untuk melakukan penghematan pajak. Penghe-
matan pajak ini perlu bagi Wajib Pajak untuk memperkecil pa-
jJak vang harus dibayar sehingga pengeluaran berkurang.
Penghematan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengelakan
rajak vang tentunya tidak melanggar peraturan perpajakan
vang ada.

Permasalahan vyang dikahas dalam skripsi ini adalah
imana pengaruh pemberisan bebas PPh pasal 21 terhadsp
eluaran PPh prasal 21 dan PPh badan Yavasan Sanata Dhar-
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itiannya adalah pegawaili bagian keuangan yang mengurusi

asalah perpajakan. Teknik pengumpulan datanya adalah wawan-
cara, observasil dan dokumentasi, Teknik analisis datanya
vang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan bahwa
dengan mpnerapkan pemberian bebas PPh passl 21 sebagal
kenikmata besarnya pengeluaran PPh pasal 21 dan PPh  badan
sebesar Pp 140.430.736,00 , sedang sebagal tunjansan sebe-
zar EKp 118.373.511,00 . Adanya pengecualian yang dimiliki
Yayagan Sanata Dharma pada tahun 1992, besarnva pengeluaran
PFh vasal 21 dan PPh badan apapila menerapkan pemberian
bebas FPh pvasal 21 Bp 102.241.8336.00 sedanzg sebagai tun-
jangan sebesar Rp 117.578.111,00, Dengan diberlakuvkannya UU
Na. 10 tahun 1994 tentang Pajak FPenghasilan yang menghapus
rengecualian objek pajak bagi vavasan. maka besarnyva penge-
ivaran Yavasan Sanats Dharma apsbila U0 Ne 10 ini dipsriak-
nkan pada tahun 1922 .maka pengelvaran PPh pasal 21 dan PPh
hadan tahun 1892 arabils menerapksasn pemberian bebas PPh
pasal 21 sebagai tunjangan RKp 118.879.511,00 , sedangkan
sebagal kenikmatan sebesar Rp 140.430.736,00.

Kesimpulan vyang diperoleh dari pembahasan ini adalah
dengan adanya pengecualian sebagai objek pajak . bebas PPh
rasal 21 sebagal kenikmatan akan lebih menghemat peneluaran
PPh pasal 21 dan badan Yayasan Sanata Dharma, namun dengan
diberlakukannya UU No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasi-
lan yang menghapus pengecualian obdek pajak bagi yayasan,
Yayasan Sanata Dharma lebih menghemat pengeluaran PPh pasal
Z1 dan PPh Badan bila menerapkan bebas PPh pasal 21 sebagail
tungangan.



